
WALIKOTA PAYAXI'MBUH
PROVINSI ST'MATERA BARAT

PERATURAI{ WALIKOTA PAYANUMBUH

NOMOR 9 TAHUIT 2O2O

TENTANG

PERT'BAIIAN ATAS PERATT'RAN WALIKOTA ITOUOR I TAIIUI{ 2O2O
TEI|TANG PEIYETAPAIT AIT(X}ARAN I(AS DA.ERAH KOTA PAYAI{T'MBI'H

TAHI'N AI{GGARAIT 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

trIALIKOTA PAYANUMBUH,

Menimbang a. bahwa untuk mengutamakan pengguna€rn alokasi

anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang

mempercepat penanganan Corona Vints Dr.sease 2O79

(Covid- 19) perlu melakukan reloazssing kegiatan dan

realokasi anggaran melalui perubahan anggaran;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2O2O tentarrg Refocussing

Kegiatan Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang

dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penangaaan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota

Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8O Tahun

2019 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh

Tahun Anggaran 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas

perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun

2020 tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota

Payakumbuh Tahun Anggaran 2O2O;
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2019 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 198);

6.



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 197O

tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok

dan Payakumbuh;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daeratr (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 3 l0);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O {Beri].a

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2016 Nomor 17, Tambahan kmbaran Daerah Kota

Payakumbuh Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL9 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Payakumbuh Tahun Anggaran 2O2Q (Lnmbaran Daerah

Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun

2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009);

15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun

2Ol9 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh

Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2019 Nomor 8O) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 80



Memperhatikan

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun

Anggaran 2O2O (Beita Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2020 Nomor 8);

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1l
tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2020 tentang Refocussing Kegiatan Realokasi Anggaran,

Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19);

3. Keputusan Menteri Keuangan No. 6lKllf.7 l2O2O

tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang

Kesehatan dan Darta Bantuan Operasional Kesehatan

da-lam rangka pencegahan dan/atau penangangan

Corona Viru.s Dbease 2019 (COVID-19);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran

dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor

360.3/ 119 /Wk-Pyk/2020 tentang Penetapan Status

Tanggap Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease

(Covid-19) di Kota Payakumbuh;

6. Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor

03/Instruksi/Wk-Pyk/2O2O tentang Refocussing

kegiatan, Realokasi angg.rrzrn dan penjadwalan ulang

capaian program dan kegiatan dalam rangka

percepatan penanganzrn Corona Virus Disease (Covid-

1e);

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUII TENTANG
PERT'BAHAI{ ATAS PERATURAIT WALIKOTA ITOMOR 1

TAHUT{ 2O2O TEITTANG PENETAPAN ANGGARAI{ I(AS
DAERAH KOTA PAYN(UMBUH TAHT'N ANGGARAN 2O2O.

Menetapkan



Paral I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020

tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 1)

diubah sehingga berbunl sebagai berikut :

Pasal 2

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah

guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai

pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan

dana yang tercantum dalam DPPA-SKPD yang telah disahkan.

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat

perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan

dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk

mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode,

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paral II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Payakumbuh.

q, WALIKOTA

FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal \a April 2O2O

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2O2O NOMOR 3

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal t3 April 2020
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LAMPIRAN

NOMOR

TANOGAL

TENTANG

PERATURAN WALIXOTA PAYA KUMBUH
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